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ABSTRACT 

 

Legal Liability for State Officials who Commit Corruption with the aim of handling 

corruption crimes in order to have a deterrent effect on the perpetrators and to 

someone who wants to commit so as not to commit Corruption because corruption 

becomes a problem Corruption is one of the problems that has occurred very often 

in the circles of society and state officials. In this case, in general, corruption is 

carried out to obtain personal gain by embezzling state money by utilizing his 

position in the government by taking state money. In this case, as a researcher, I 

conducted research on the differences in the criminal acts of corruption by state 

officials and non-state officials and legal enforcement against state officials as 

perpetrators of criminal acts of corruption. The purpose of this research is to provide 

development and knowledge of legal problems that occur today so that there are 

more appropriate solutions and legal remedies against state officials who commit 

corruption in order to get a deterrent effect on officials who commit corruption. The 

research method used in writing this thesis is a normative approach and statutory 

approach (statue approach), the author will examine the exposure of this research 

in terms of law with the norms and rules that apply in relation to the police. Based 

on the results in the research in this thesis, there are still many state officials who 

commit corruption and still often occur in Indonesia. Corruption factors can be a 

source of extraordinary crimes because they can harm various dimensions of 

interests. Therefore, the elements of the crime of corruption directly contain the 

element of "harming state finances or the state economy", so that corruption can be 

classified as an extraordinary crime in Indonesia. With this, I also hope that the 

community and the government are aware of the consequences of committing 

criminal acts of corruption, it is also hoped that the community and the government 

can work well together and not blame each other, because the role of the 

government and the role of the community is very important in preventing and 

eradicating this act of corruption, because the community also plays an important 

role in the continuation of budget expenditures from the government for the 

provision of infrastructure in terms of helping the sustainability of the project and 

directly monitoring the course of the project in the local area. 
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ABSTRAK 

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pejabat Negara yang Melakukan 

Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk melakukan penanganan tindak pidana 

korupsi agar memiliki efek jerah kepada pelaku dan kepada seseorang yang hendak 

melakukan supaya tidak melakukan Korupsi karena korupsi menjadi sebuah 

masalah Korupsi merupakan salah satu masalah yang sudah sangat sering terjadi 

dalam kalangan-kalangan masyakat maupun pejabat negara. Dalam hal ini pada 

umumnya Korupsi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan 

melakukan penggelapan uang negara dengan memanfaatkan jabatanya yang ada 

dipemerintahan dengan mengambil uang negara. Dalam hal ini saya sebagai peneliti 

melakukan penelitian tentang perbedaan tindak pidana korupsi oleh pejabat negara 

dan bukan pejabat negara dan penegakan hokum terhadap pejabat negara sebagai 

pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini untuk memberikan 

pengembangan dan pengetahuan terhadap permasalahan hukum yang terjadi 

dewasa ini agar terdapat solusi dan upaya hukum yang lebih tepat terhadap pejabat 

negara yang melakukan korupsi supaya mendapatkan efek jera terhadap pejabat 

yang melakukan korupsi. Metode penelitan digunakan dalam penulisan skripsi ini 

pendekatan normatif dan pendekatan perundang-undangan (statue approach), 

penulis akan mengkaji pemaparan penelitian ini dalam sisi hukum dengan norma-

norma dan aturan yang berlaku dalam hubungannya dalam seputar kepolisian. 

Berdasarkan hasil dalam penelitian dalam skripsi ini masih banyak pejabat negara 

yang melakukan korupsi dan masih sering terjadi di Indonesia. Faktor-faktor 

korupsi dapat menjadi sumber kejahatan luar biasa karena dapat merugikan 

berbagai dimensi kepentingan. Oleh karena itu, elemen-elemen tindak pidana 

korupsi secara langsung mengandung elemen "merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara", sehingga korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar 

biasa yang ada di Indonesia. Dengan hal ini juga sangat saya harapkan supaya 

berkesinambungan antara masyarakat dan pemerintah sadar akan akibat-akibat 

yang ditimbulkan jika melakukan tindakan pidana korupsi, juga sangan diharapkan 

juga masyarakat dan pemerintah bisa bekerja sama dengan baik dan tidak saling 

menyalahkan satu sama lain, dikarenakan peran pemerintah dan peran masyarakat 

sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi ini, karena 

masyarakat juga berperan penting dalam berjalanya pengeluaran anggaran dari 

pemerintah untuk penyediaan infrastruktur dalam hal membantu keberlangsungan 

proyek dan memantau secara langsung jalanya proyek di daerah setempat. 
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